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RINGKASAN 

Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam pemerintahan memiliki potensi yang besar untuk 

meningkatkan efisiensi, meningkatkan layanan publik, dan meningkatkan keamanan dan 

pengawasan. Namun, implementasi yang sukses memerlukan perhatian terhadap regulasi dan 

kebijakan privasi yang tepat, serta upaya untuk memastikan inklusivitas dalam penerapan 

teknologi ini. Dengan pemanfaatan Kecerdasan Buatan pemerintahan dapat menjadi lebih efektif 

dan responsif dalam menghadapi tantangan zaman modern. 

Pendayagunaan kecerdasan buatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan 

dapat mencakup berbagai sistem dan teknik. Berikut adalah beberapa contoh sistem yang dapat 

dilakukan: 

a.  Sistem Analisis Data Hukum:  

Menerapkan teknik analisis data dan data mining untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, 

dan menganalisis data hukum dari berbagai sumber, seperti undang-undang, putusan 

pengadilan, dan artikel hukum. Sistem ini dapat membantu pembuat kebijakan untuk 

memahami tren, pola, dan implikasi dari regulasi yang ada. 

b. Sistem Pemodelan Prediktif:  

Membangun model prediktif berdasarkan data hukum sebelumnya untuk meramalkan efek 

dari peraturan baru. Dengan menggunakan data historis, sistem ini dapat membantu para 

pembuat kebijakan untuk memahami bagaimana perubahan peraturan dapat mempengaruhi 

masyarakat, perekonomian, atau sektor tertentu. 

 

 

 



c. Sistem Pemrosesan Bahasa Alami (Natural Language Processing/NLP):  

Menggunakan teknologi NLP untuk menganalisis, mengkategorikan, dan menyusun 

teks hukum. Sistem ini dapat membantu secara otomatis menyusun atau meninjau draf 

peraturan, serta mencari informasi yang relevan dalam teks hukum yang ada. 

d. Sistem Rekomendasi Kebijakan:  

Menerapkan teknologi sistem rekomendasi untuk memberikan saran tentang regulasi 

yang relevan berdasarkan isu atau permasalahan yang ingin dipecahkan. Sistem ini 

dapat membantu para pembuat kebijakan dalam menyusun keputusan yang 

informasinya berdasarkan pada data dan analisis yang kuat. 

e. Sistem Konsultasi Publik Berbasis Kecerdasan Buatan:  

Menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisis masukan dari konsultasi publik 

atau survei terkait rencana peraturan baru. Sistem ini dapat membantu menyaring opini 

dan memahami preferensi masyarakat secara efisien. 

f. Sistem Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan:  

Menerapkan teknologi analisis data untuk memantau pelaksanaan dan dampak dari 

peraturan yang ada. Sistem ini dapat membantu dalam mengevaluasi efektivitas 

kebijakan dan menyarankan perubahan jika diperlukan. 

Penting untuk mencatat bahwa pendayagunaan kecerdasan buatan dalam pembentukan 

peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan hati-hati dan etika yang ketat. Keamanan 

data dan transparansi dalam pengambilan keputusan harus diutamakan agar kebijakan yang 

dihasilkan dapat dipercaya dan berdampak positif bagi masyarakat. Oleh karena itu Peran 

Pengawasan dalam penerapan kecerdasan buatan dalam pembentukan perlu dilakukan dari 

berbagai aspek, sektor dan lembaga terkait. Baik lembaga Independen, Pemerintah maupun 

Lembaga Profit. 

Pada kesempatan ini kecerdasan buatan diposisikan sebagai alat bantu bagi para pembuat 

undang-undang atau peraturan perundang-undangan sehingga diharapkan ke depannya pihak-

pihak tersebut dapat lebih mudah dalam mengambil keputusan akan produk hukum yang mana 

yang sebetulnya menjadi kebutuhan masyarakat dan produk hukum untuk mengatur hal apa yang 

menjadi kepentingan yang mendesak yang harus segera direncanakan, disusun dan disahkan oleh 

para pembuat undang- undang dan peraturan perundang-undangan.  



Pendayagunaan Kecerdasan buatan dalam pembentukan di Indonesia juga harus 

memperhatikan tata aturan pembentukan perundang-undangan baik dalam sistem, asas, bahasa 

perundang-undangan, muatan perundang-undangan, yang semuanya diatur dalam sebuah platform 

yang khusus di legalkan oleh pemerintah Indonesia dalam menjalankan fungsi kecerdasan buatan 

untuk membantu mengurangi problematika peraturan perundang-undangan. 

Dalam mengoptimalisasi teknologi kecerdasan buatan dalam problematika yang dihadapi 

peraturan perundang-undangan di Indonesia memerlukan upaya kolaboratif dan 

berkesinambungan antara pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan untuk 

meningkatkan efektivitas, keadilan, dan ketepatan dalam peraturan  perundang-undangan di 

Indonesia. Sehingga mencapai tujuan yang di inginkan dalam menghindarinya terjadi tumpang 

tindih peraturan perundang-undangan, menghindari terjadinya typo atau kesalahan pengetikan , 

kesalahan bahasa undang- undang. 

Peran sumber daya manusia tidak boleh digantikan begitu saja dengan teknologi 

kecerdasan buatan, jika hal ini terjadi membuat ketidakadilan ekonomi. Hal ini yang dapat 

membuat kecerdasan buatan menjadi hal buruk bagi manusia, oleh karena itu peran penting payung 

hukum kecerdasan buatan sangat diperlukan.  

Selain  itu peran pengawasan yang digunakan dalam sistem kecerdasan buatan dalam 

memantau pembentukan peraturan perundang-undangan dan implikasi dari peraturan perundang-

undangan juga sangat penting diharapkan jika penggunaan kecerdasan buatan mulai diterapkan 

oleh pemerintah Indonesia diharapkan dikelola oleh Lembaga yang benar-benar dibentuk memiliki 

tugas dan tangung jawab sesuai misi dan visi dari tujuan pertama kali di inginkannya penggunaan 

kecerdasan buatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 
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ABSTRAK 

 

Kata Kunci : Pendayagunaan,Kecerdasan Buatan,Pembentukan Undang-Undang 

 

Tujuan penelitian tesis yang berjudul Pendayagunaan Kecerdasan Buatan Dalam 

Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia dan untuk mengkaji, 

menganalisis dan mengemukakan Pendayagunaan Kecerdasan Buatan Dalam 

Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia . Jenis penelitian yang 

penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. penelitian yang mengkaji 

persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma 

hukum yang dibentuk. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama, 

Pendayagunaan kecerdasan buatan dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan dapat mencakup berbagai sistem dan teknik. kecerdasan buatan 

diposisikan sebagai alat bantu bagi para pembuat undang-undang atau peraturan 

perundang-undangan sehingga diharapkan ke depannya pihak-pihak tersebut dapat 

lebih mudah dalam mengambil keputusan akan produk hukum yang mana yang 

sebetulnya menjadi kebutuhan masyarakat dan produk hukum untuk mengatur hal 

apa yang menjadi kepentingan yang mendesak yang harus segera direncanakan, 

disusun dan disahkan oleh para pembuat undang- undang dan peraturan perundang-

undangan. Kedua, Dalam mengoptimalisasi teknologi kecerdasan buatan dalam 

problematika yang dihadapi peraturan perundang-undangan di Indonesia 

memerlukan upaya kolaboratif dan berkesinambungan antara pemerintah, 

masyarakat, dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas, 

keadilan, dan ketepatan dalam peraturan  perundang-undangan di Indonesia. 

Sehingga mencapai tujuan yang di inginkan dalam menghindarinya terjadi tumpang 

tindih peraturan perundang-undangan, menghindari terjadinya typo atau kesalahan 

pengetikan , kesalahan bahasa undang-undang. 
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ABSTRACT 

 

Keywords: Utilization, Artificial Intelligence, Formation of Laws 

 

The research objective of the thesis entitled Utilization of Artificial Intelligence in 

Forming Legislation in Indonesia and to study, analyze and present the Utilization 

of Artificial Intelligence in Forming Legislation in Indonesia. The type of research 

that the writer uses is normative legal research. research that examines legal issues 

from the point of view of legal science in depth on the established legal norms. The 

research results obtained are First, the utilization of artificial intelligence in the 

formation of laws and regulations can include various systems and techniques. 

artificial intelligence is positioned as a tool for legislators or statutory regulations 

so that it is hoped that in the future these parties can more easily make decisions 

about which legal products are actually the needs of society and legal products to 

regulate what matters urgent interests that must be immediately planned, drafted 

and ratified by the legislators and statutory regulations. Second, optimizing 

artificial intelligence technology in the problems faced by laws and regulations in 

Indonesia requires collaborative and continuous efforts between the government, 

society and stakeholders to increase the effectiveness, fairness and accuracy of laws 

and regulations in Indonesia. So as to achieve the desired goal in avoiding 

overlapping laws and regulations, avoiding typos or typing errors, errors in the 

language of the law. 
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